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BUPATT rtAtMAr{ERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ralgka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, maka berdasarkan ketentuan
PasaL 4 ayat {3i dan ayat {4} huruf a Peraturan Pemerintah Ncmar 12
Tahun 2A7E tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Ncmor 77 Tahun 2*20 tentang Pedoman Tekrris
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku Kepal;a Daerah
melimpahkan peffiegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah
kepad.a Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimh'angan sebagaimana clirnaksud huruf a, perh-l
menetapkan Keputusan Bupati tentang Peiimpahan Pemegang
Kekuasaan Pengelclaan Keuangan Daerah dari Bupati Sel;aku Kepala
Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2023.

Mengi*gat : 1. Undang-undang Nomcr 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
und"ang Namor 23 Darurat Tahun 1957 tentaag Pemtrentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat iI Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Msluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Norror 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Katrupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2000;

3" Undang-undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pemtrentukan Kabupaten
Haknahera Utara, Kabupaten Halmaher:l Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten l{almahera Timur dal Kota Tid.ore Kepulauan di
Prcvinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 ?ahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. IJndang-unclang N*mor 1 Tahun 2CIS4 tenta:rg Perbenda-haraan Negara;
6. Unclang-undang Nc;rror 33 ?ahun 2OA4 tent*r:g Perimtrangan Keuangan

arrtara Pemerintatr Pusat dan Daerah;
7 " Undang-undang Ncmor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal Daerah;
g" Peratwan Peruerintah Nnmor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimtlarg*n;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O tentang Ped.aman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
L2. Peraturan Daerah Namor 2 Tahun 2A21 tentang Perubaha-n Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomcr 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Daeratr Kabupatea
Hal"mahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2*22
tentang Pengelolaan Ker:.angan Daerah;
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Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomcr ?ahun zaz}
tentang Anggaran trendapatan rtan Belanja Daerah Kabupaten Hak11a11era
Barat Tahun Anggaran 20?3;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun zazz tentarrg
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Flaknahera Barat Tahun Anggaran 2A23.

SIEHfiIT?$SKAIII:

Melimpahkan Pemegans Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari
Bupati selaku Kepala Daerah kepada sekretaris Daerah Kahupatea
Hai:crahera Barat Tahun Anggaran 2023.

Pelimpahan seb,agaimana dimaksud Diktum Kesatu, sekretaris Da*r'ah
ffierirpunyai tugas :

a. kasrdinasi dalam Pengelolaan Keuangan *aer*.h;
tl. k*ordinasi dibidang peflyusunan raxcarlgan APBD, rancansan

perutrahan APBD dan rancangan perLanggungjawatlan pelaksanaafl
APBD;

e- koardinasi penyiapar pedoman pelaksartaan AFBD;
d. m.emberikan persetujuar pengesahan DPA SKPI);
e. koardinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturaa perundang-undangan; dan
f" memirnpin TAPD.

Dalam mel,aksanakan tugasnya sebagaimana dirnaksud Diktum Kedua,
Sekretaris Daerah b*rtanggungjawab kepada Bupati Hairnahera Barat
dan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturaa P*merintah
Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2o2a tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Perundang-
undangan lainnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di
pada tanggal 11al-r 2*23
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Terl*h**an disaimp,alkant kep adq Yt*t :
1" Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2" Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuaagan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspefttcrat Kabupaten Halmahera Barat di Jai1o1o,
5. Kepala BPKD Kak'. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan sepedurS,a"
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